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ABSTRAK 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH 

PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN 

MILITER 1-04 PALEMBANG” 

(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023) 

  SINDI MUTIARA SEFIA 

Hukum militer di Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur 

disiplin serta tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian utama adalah 

perzinahan atau tindakan asusila, yang dianggap sebagai pelanggaran berat 

terhadap etika dan kedisiplinan militer. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis proses hukum serta sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit 

TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem 

peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

normatif dengan dukungan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses hukum terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak 

pidana perzinahan atau asusila melalui empat tahapan, yaitu penyelidikan 

dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, serta 

persidangan di Pengadilan Militer. Proses ini berlandaskan pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus yang 

diteliti, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa dua tahun penjara serta 

pemecatan dari dinas militer. Putusan ini mempertimbangkan dampak 

negatif perbuatan terdakwa terhadap citra dan kehormatan institusi Tentara 

Nasional Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer 

memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, serta 

integritas dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan regulasi terkait pelanggaran asusila di lingkungan 

militer, peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit, serta program 

pembinaan moral yang lebih intensif guna mencegah terulangnya kasus 

serupa di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas peradilan militer 

dalam menegakkan keadilan dan disiplin dapat terus ditingkatkan demi 

menjaga profesionalisme dan kewibawaan institusi Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat. 

Kata Kunci: Proses Hukum, Perzinaan, Asusila, Prajurit TNI AD, 

Pengadilan Militer. 
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ABSTRACT 

"JURIDICAL REVIEW OF ADULTERY OR IMMORAL ACTS 

COMMITTED BY INDONESIAN ARMY SOLDIERS WITHIN THE 

JURISDICTION OF THE MILITARY COURT 1-04 PALEMBANG" 

(Case Study: Verdict Number: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023) 

SINDI MUTIARA SEFIA 

Military law in Indonesia has specific provisions governing discipline and 

criminal offenses within the Indonesian National Armed Forces (TNI). One 

of the major violations of concern is adultery or immoral acts, which are 

considered serious breaches of military ethics and discipline. This study 

aims to analyze the legal process and sanctions imposed on TNI soldiers 

convicted of adultery or immoral acts under the Military Criminal Code 

and the Indonesian criminal justice system. The research employs a 

normative method supported by empirical data. The findings indicate that 

the legal process for Indonesian Army (TNI AD) soldiers involved in 

adultery or immoral acts consists of four stages: investigation and inquiry 

by the Military Police, prosecution by the Military Prosecutor, and trial at 

the Military Court. This process is based on the Military Criminal Code 

(KUHPM) and Law Number 31 of 1997 on Military Courts. In the case 

studied, the court sentenced the defendant to two years in prison and 

dishonorable discharge from military service. This verdict considered the 

negative impact of the defendant’s actions on the reputation and honor of 

the TNI institution. This study emphasizes that the military justice system 

plays a strategic role in maintaining discipline, honor, and integrity within 

the TNI. Therefore, strengthening regulations related to immoral violations 

in the military, increasing supervision of soldiers’ behavior, and 

implementing more intensive moral development programs are necessary 

to prevent similar cases in the future. Enhancing the effectiveness of 

military justice in upholding justice and discipline is crucial to 

maintaining the professionalism and credibility of the Indonesian Army. 

Keywords: Legal Process, Adultery, Immoral Acts, TNI AD Soldiers, 

Military Court.. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang yang berlaku dalam 

sistem ketatanegaraan, termasuk peraturan yang mengatur bidang militer. 

Secara umum, hukum militer merupakan kumpulan peraturan khusus, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diterapkan dan berlaku dalam 

lingkungan militer. Selain itu, hukum militer juga dikategorikan sebagai 

hukum khusus karena memiliki prosedur yang lebih ketat dan cepat 

dibandingkan dengan hukum pada umumnya. Perbedaan ini muncul karena 

kebutuhan akan ketepatan dan efisiensi dalam pelaksanaannya, yang 

membedakannya dari sistem hukum sipil..1 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pasukan khusus 

sekaligus organisasi nasional yang berperan dalam bidang pertahanan. Hal ini 

diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Struktur 

Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa 

Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama yang bertanggung 

jawab dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Seorang prajurit adalah 

individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang 

serta diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat 

pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

                                                           
              1    Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, Jurnal Hukum Doctrinal: Vol 7, 

No 2, September 2022, hlm 3 
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Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dapat melakukan operasi militer secara mandiri maupun bersama-

sama. Pelaksanaan tugas ini berada di bawah komando Panglima Tertinggi. 

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan keseluruhan personel 

yang dikenal sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia.2 

Militer pada awalnya dikenal sebagai agen yang bertanggung jawab 

untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai ancaman dan pemeliharaan 

keamanan nasional. Selain itu, semua personel militer bertanggung jawab 

untuk mempertahankan nama baik agen tersebut. Karena itu, sangat penting 

untuk mempertahankan kepercayaan publik pada militer. Jika ada seorang 

perwira militer yang terlibat dalam kejahatan yang tidak bermoral atau tidak 

bermoral, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena tindakan ini 

memiliki potensi untuk mempengaruhi kehormatan militer dan mengurangi 

kepercayaan publik terhadap institusi. Kejahatan yang terkait dengan 

perzinahan dan amoralitas masih terjadi di berbagai lingkungan, termasuk 

pengaturan militer.  Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), 

masing -masing anggota berfungsi sebagai panutan bagi masyarakat, 

sehingga semua tindakan selalu terbuka untuk umum. Tentara Nasional 

Indonesia dianggap sebagai contoh, tetapi masih ada orang yang melakukan 

pelanggaran moral. Beberapa kasus termasuk hukum pidana yang diatur 

                                                           
2
 Yuda Prihandana, Sherly Adam, and Leony Lokollo, “Angkatan Darat Yang Melakukan 

Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum,” trans. sherly adam,leony lokollo yuda prihandana Jurnal 

Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol 1 No 2 , hlm 65 – 77 (ambon,indonesia, October 2021). 
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berdasarkan Pasal 284 atau Pasal 281 (KUHP) yang mengatur perzinahan dan 

perilaku tidak bermoral.3 

Anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana dapat diadili 

melalui peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 yang mengatur tindak kejahatan yang dilakukan atau berkaitan 

dengan dinas militer. Perzinahan sendiri diatur dalam Pasal 284 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai delik 

aduan. Seseorang yang terbukti melakukan perzinahan dapat dijatuhi 

hukuman penjara dengan masa maksimal sembilan bulan. Ketentuan ini 

menetapkan sanksi bagi pelaku serta mendefinisikan perzinahan sebagai 

hubungan seksual antara individu yang telah menikah dengan orang lain yang 

bukan pasangannya. Dalam lingkungan militer, perzinahan dianggap sebagai 

pelanggaran moral yang serius, karena prajurit Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) diharapkan untuk menjaga integritas serta memiliki pengendalian diri 

yang kuat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga 

melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan 

internal militer yang mewajibkan setiap anggota TNI untuk menjaga diri dan 

kehormatan institusi militer. Oleh karena itu, prajurit yang terbukti 

melakukan perzinahan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disipliner, 

pemecatan tidak hormat, atau bahkan diadili sesuai dengan hukum yang 

berlaku.4 

                                                           
3
 Maulana,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol 4, No 1 ,oktober 

2024,hlm 5-8 
4
 Duwi Handoko,buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,penerbit hawa dan ahwa 

pekan baru ,” 2019.hlm 62-64 
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Perbuatan asusila merujuk pada tindakan yang melanggar norma 

kesusilaan, kesopanan, serta etika yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini 

diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

dikategorikan sebagai delik laporan. Perbuatan tersebut mencakup berbagai 

tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral. Bagi anggota Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), perilaku asusila merupakan pelanggaran disiplin 

yang serius. Prajurit diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai moral, 

profesionalisme, serta menjaga kehormatan pribadi dan institusi militer. Jika 

seorang prajurit melakukan tindakan asusila, ia tidak hanya dapat dikenakan 

sanksi pidana apabila melanggar hukum, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi 

disiplin militer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer memperkuat aturan 

mengenai tata tertib prajurit, termasuk dalam menangani tindak pidana 

perzinahan atau asusila. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai 

Sapta Marga, terutama dalam hal kehormatan, integritas, dan disiplin yang 

harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit.5   

Dasar hukum terkait tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 

284 yang mengatur tentang perzinahan. Pasal ini menjelaskan bahwa 

perzinahan terjadi ketika seorang laki-laki atau perempuan yang telah terikat 

dalam perkawinan melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan 

                                                           
5
 Nadia Novianti Kusuma Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang 

Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni 

(Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019),”jurnal Transparansi Hukum Vol 6, No. 1 

(2023). 
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pasangan sahnya. Sementara itu, Pasal 281 KUHP mengatur tentang 

perbuatan asusila. Apabila seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat terbukti melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dikenakan 

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus 

perzinahan atau asusila yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia 

akan diproses melalui peradilan militer. Pengadilan ini memiliki kewenangan 

untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer, 

termasuk kasus perzinahan atau asusila. Dalam prosesnya, prosedur hukum 

yang diterapkan akan mengikuti sistem peradilan militer yang berlaku..6 

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang memberikan Putusan 

Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, atas Tindak Pidana Perzinahan atau 

Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi 2 yang dilaporkan oleh 

orang yang merasa di rugikan dalam tindak pidana ini adalah suami sah Saksi 

2 atas nama Saksi 1 (Pelapor). Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-

2). pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS 

DKT 02.07.04 Bandar lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit 

tersebut,dan Bahwa Pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak 

Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan dan mereka 

menjalin hubungan pacaran,dan sering bermesraan dan pada bulan Januari 

2022 tersangka dan saksi 2 menyewa kamar kos di dusun sindang sari ,kab 

lampung selatan mereka melakukan hubungan badan layak nya pasangan 

suami istri,lalu pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke 

Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, dan 

berhubungan badan layak nya pasangan suami istri Selanjutnya tanggal 2 Mei 

2022 dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 selaku istri Terdakwa mendapat 

informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA) 

mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa.7 

 

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis Proses, Sanksi terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila 

                                                           
6
 Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung,” Jurnal Yustitiabelen 3, no. 1 

(2017): 39–60. 

 
7
. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-04 

palembang/kategori/pidana-militer-1.html, 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023.di Axses pada tanggal 17 

oktober 2024 
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yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. dan juga 

Pentingnya penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer, serta 

penguatan etika dan moral dalam pendidikan dan pembinaan prajurit,serta 

program konseling guna mencegah terjadinya tindak pidana  yang serupa di 

kemudian hari.dan sanksi yang diterapkan juga relatif berat dikarenakan 

memiliki hubungan sesama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, Untuk 

itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : 

“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang 

dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah pengadilan militer 1-04 

palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023),  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas,adapun di uraikan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. gaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang 

melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-

04/AD/VII/2023? 

2. Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana 

perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia? 
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C. Ruang Lingkup 

Pokok kajiannya adalah pokok kajian dan  permasalahan yang dibahas 

terbatas. Ruang lingkup kajian ini mencakup Proses hukum bagi prajurit TNI 

yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer.dan sanksi hukum yang dijatuhkan 

kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti 

melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan yang  dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang 

melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-

04/AD/VII/2023? 

2. Menganalisis Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak 

pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Didalam kajian yuridis tindak pidana militer mencakup Penelitian yang  

memberikan tinjauan akademis terhadap penerapan hukum militer dalam 
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kasus perzinaan atau asusila, yang dapat digunakan sebagai referensi 

dalam studi hukum militer.Sedangkan di dalam Perbandingan hukum 

Kajian ini juga dapat menjadi perbandingan antara penegakan hukum 

militer dan hukum Sipil mengenai tindak pidana perzinahan atau asusila, 

sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dalam penanganan kasus 

serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Kajian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum prajurit TNI  tentang 

pentingnya menjaga disiplin dan moral, serta akibat hukum yang 

ditimbulkan dari  tindak pidana seperti perzinahan atau Asusila.dan Juga 

Kajian ini akan membantu para panglima militer dan pengambil kebijakan  

mengevaluasi dan memperkuat aturan disiplin internal  terkait pelanggaran 

moral demi menjaga citra dan wibawa TNI AD. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini 

maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna 

yaitu : 

1. Tinjauan hukum berarti kajian yang cermat, pertimbangan (pemahaman) 

terhadap pandangan dan pendapat dari sudut pandang hukum. Pentingnya 

pertimbangan hukum dari sudut pandang hukum pidana dapat 

disejajarkan dengan pertimbangan hukum pidana substantif. suatu 

kegiatan yang mempertimbangkan dengan cermat semua ketentuan dan 

peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana, 
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kejahatan apa  yang telah dilakukan, unsur kejahatan mana yang telah 

dipenuhi, dan kepada siapa pelakunya ditunjuk.8 

2. Perzinahan adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang  

menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya yang sah. dan 

perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). Asusila mencakup tindakan dan perilaku yang dianggap tidak 

pantas secara sosial dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di 

atur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . 

Kejahatan maksiat lebih luas dari perzinahan karena  mencakup berbagai 

bentuk perbuatan seksual dan tidak senonoh, baik atas dasar suka sama 

suka maupun tidak.9 

3. Prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) adalah 

anggota militer yang bertugas sebagai bagian dari Angkatan Darat TNI 

yang merupakan salah satu cabang utama Tentara Nasional Indonesia. 

Pasukan TNI AD bertugas menjaga kedaulatan negara, menjaga wilayah 

Indonesia, serta menjaga keselamatan dan keamanan negara dari segala 

ancaman, baik internal maupun eksternal.10 

4. Peradilan militer dalam sistem ketatanegaraan menegakkan kekuasaan 

kehakiman di lingkungan TNI guna memelihara hukum dan keadilan 

sekaligus melindungi.Pengadilan militer berwenang mengadili perkara 

pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika 

                                                           
8
  Pengertigan Tinjuan Yuridis_http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapa 

nya-di-masyarakat.html, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021. 
9
 Agustina Kakiay and Wigiyanti, ” Jurnal Riset Ilmiah Vol 1, No. 01 (2022): hlm 15–18. 

10
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat,diaxses 

pada tanggal 17 oktober 2024. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat,diaxses
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masih aktif bertugas dan/atau orang yang berada di bawah kewenangan 

pengadilan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. 

Pengadilan Militer 1-04 Palembang Berkedudukan di Palembang, 

berfungsi sebagai pengadilan kelas satu bagi prajurit TNI berpangkat 

kapten, meliputi provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, 

dan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

Pengadilan Militer  Palembang harus menyelaraskan fungsi organisasi, 

administrasi, dan keuangan agar dapat  dilaksanakan secara efektif dan 

efisien.11 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Kredibilitas Penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya 

plagiarisme antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian Hukum yang Berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN 

OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN 

MILITER 1-04 PALEMBANG” (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-

04/AD/VII/2023).dan asli dilakukan penelitian sendiri oleh peneliti,dengan 

studi kepustakaan dan lapangan. 

Tabel ini sebagai perbandingan atau reverensi  terhadap penelitian skripsi 

milik saya dengan peneliti skripsi terdahulu: 

 

                                                           
11

 https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024.pada 

tanggal 17 oktober 2024,pukul 11:17 

https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024.pada
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Tabel I.I Review Skripsi dan Jurnal 

NO JUDUL,TAHUN NAMA 

PENELITIA

N 

METODE 

PENELITIAN 

PEMBAHASAN 

1 Penerapan Pasal 281 

KUHP tentang 

perkara asusila yang 

dilakukan Prajurit 

TNI (Studi Kasus 

PutusanPengadilan 

Militer 1-04 

Palembang Nomor 

21-K/PM 1-

04/AD/IV/2021) 

AgusSusanto, 

Saepuddin 

Zahri,Khalisah 

Hayatuddin 

Metodepenelitian 

yuridis empiris. 

Sumber data terdiri 

dari data primer, 

data sekunder dan 

data tersier 

 

Membahas tentang 

penyelesaian perkara 

,dan hambatan dalam 

perkara tindak pidana 

asusila dan juga Guna 

mencegah Untuk 

mencegah terjadinya 

tindak pidana asusila, 

perlu meningkatkan 

penyuluhan hukum 

kepada para prajurit TNI 

agar menyadari bahwa 

hal tersebut merupakan 

pelanggaran dalam 

hukum pidana militer. 

Pelaku akan dikenai 

sanksi berat dan dapat 

dipecat atau 

diberhentikan dari dinas 

militer. 

 

 

2 TinjauanYuridis 

TerhadapTindak 

PidanaPerzinahan 

Yang Dilakukan Oleh 

Oknum 

Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan 

Darat (Studi Kasus 

PutusanNomor:39-

K/Pm-Ii 

09/Ad/Iv/2019) 

Almi,B0111710

79 Peminatan 

pidana 

departemen 

hukum pidana 

fakultashukum 

universitas 

hasanuddin 

makasar 2021 

Hukum normatif 

adalah aturan yang 

ditetapkan oleh 

pemerintah atau 

lembaga otoritas 

untuk mengatur 

perilaku masyarakat 

Penelitian normatif 

sering disebut 

penelitian doctrinal. 

Fokus utamanya 

adalah dokumen 

peraturan, bahan 

pustaka, dan hukum 

yang dianggap 

sebagai norma yang 

berlaku dan 

menjadi pedoman 

perilaku. 

penerapan hukum pidana 

materil oleh hakim  

terhadap tindak pidana 

perzinahan yang 

dilakukan oleh oknum  

TNI AD 

3 Angkatan Darat 

YangMelakukan 

Tindak Pidana 

Asusila Di Muka 

Umum 

YudaPrihandana

1, Sherly 

Adam2, Leony 

Lokollo 3, 

FakultasHukum 

Universitas 

Pattimura,Ambo

n,Indonesia. 

Metode Penelitian 

yang digunakan 

adalah Penelitian 

hukum normatif. 

Pendekatan  

Penelitian adalah 

pendekatan 

perundang-

undangan, 

Penerapan unsur-unsur 

dalam tindak pidana 

asusila,danpertimbangan 

hukum hakim dalam 

tindak pidana asusila 

yang dilakukan oleh 

oknum Tentara Nasional 

Indonesia  
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pendekatan 

koseptual dan 

Pendekatan Kasus. 

Sumber hukum 

yang digunakan 

terdiri dari bahan 

hukum primer, 

sekunder, dan 

tersier. Cara 

pengumpulan bahan 

hukum melalui 

studi kepustakaan 

kemudian dianalisis 

dengan perspektif 

kualitatif. 

 

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas yang membedakan peneliti 

terdahulu dengan penelitian milik saya adalah 

1. Penelitian Jurnal Agus Susanto, Saepuddin Zahri,Khalisah Hayatuddin, 

Penerapan Pasal 281 KUHP tentang perkara asusila yang dilakukan 

Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang 

Nomor 21-K/PM 1-04/AD/IV/2021),ada kesamaan di latar belakang tetapi 

terdapat perbedaan dari permasalahan dan pembahasan,fokus pada 

penelitian ini membahas tentang  penyelesaian perkara tindak pidana  

Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 

281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hambatan dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di 

Pengadilan Militer I-04 Palembang 

2. Penelitian Skripsi  Almi,B011171079 Peminatan pidana departemen 

hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makasar 2021, 

TinjauanYuridis TerhadapTindak PidanaPerzinahan Yang Dilakukan Oleh 

OknumTentaraNasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus 
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PutusanNomor:39-K/Pm-Ii 09/Ad/Iv/2019), ada perbedaan di latar 

belakang,permasalahan dan pembahasan,fokus pada kualifikasi perbuatan 

terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD dan 

penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana 

perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD 

3. Penelitian Jurnal YudaPrihandana1, Sherly Adam2, Leony Lokollo 3, 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura,Ambon, Indonesia, Angkatan Darat 

Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum, ada perbedaan 

di latar belakang, permasalahan dan pembahasan fokus pada  Penerapan 

Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI AD Yang Melakukan 

Tindak Pidana Asusila Dimuka Umum dan Pertimbangan Hukum Hakim 

Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum Yang Dilakukan 

Prajurit TNI AD 

4. Penelitian Skripsi milik saya tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak 

pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di 

wilayah pengadilan militer 1-04 palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor 

: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023),fokus pada Proses hukum bagi prajurit TNI 

yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sanksi hukum yang dijatuhkan 

kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti 

melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini berisi tentang pembahasan-pembahasan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Sejalan dengan judul dan ruang lingkup penelitian maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dan di dukung oleh 

data Empiris Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian terhadap Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer, di siplin Militer, Sanksi, Pemidanaan dan Penegakan Hukum dalam 

kasus tindak pidana perzinaan atau asusila.dan peraturan terkait lainnya.12 

2. Sumber Data 

Sumber data yang di peroleh yaitu: 

a. Data primer: Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Militer 1-04 

Palembang Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023,Melakukan  wawancara 

dengan hakim atau Ahli Hukum dan Observasi. 

b. Data Sekunder: Data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, 

jurnal, dan artikel yang membahas kejahatan perzinahan atau Asusila, 

undang-undang disiplin militer, dan analisis putusan pengadilan militer. 

Hal ini juga mencakup dokumen hukum terkait lainnya, termasuk 

peraturan hukum.surat dakwaan,tuntutan,putusan. 

Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang di dapat dari Undang-

Undang,Peraturan Perundang-Undangan. 
                                                           

12
 Almasdi Syahza, Buku-Metopel-2021-ISBN-978-623-255-107-7, 2021. 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di dapat dari buku 

hukum,jurnal hukum 

c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan 

ensiklopedi. 

3. Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data diperoleh dengan cara: 

a. Studi pustaka (literature research) mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, 

dan dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang terkait Tentara 

Nasional Indonesia, serta peraturan internal militer yang berkaitan dengan 

tindak pidana perzinaan atau asusila. 

b. Studi lapangan (field research).studi lapangan dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara. 

4. Analisis Data 

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana dalam 

sumber studi ini untuk memahami dan mendeskripsikan karakteristik suatu 

fenomena atau populasi tanpa mengubah variabel,dalam tindak pidana 

perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat, serta bagaimana hal itu ditangani oleh Pengadilan 

Militer 1-04 Palembang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh 

wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena hukum atau 

sosial  dalam konteks militer.  
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H. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup,Tujuan Penelitian ,Manfaat Penelitian ,Kerangka Konseptual 

,Review Studi Terdahulu yang Relevan ,Metode Penelitian ,Sistematika 

Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Yang berisikan penjelasan tentang Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana 

Perzinahan dan Asusila, Tentara Nasional Indonesia (TNI),Aturan 

Hukum,Disiplin Militer,Sanksi Hukum,Kewenangan Pengadilan Militer 1-

04 Palembang, teori penegakan hukum, teori pemidanaan. 

BAB III Pembahasan 

Yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian secara khusus 

menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai 

bagaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia 

yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-

K/PM 1-04/AD/VII/2023 dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada 

prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti 
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melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

BAB IV Penutup 

Dalam Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian penjabaran pada 

skripsi ini dan serta memberikan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Tinjuan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana 

Pelaku adalah tindakan yang merupakan hukum yang dilarang sesuai 

dengan aturan hukum pidana. Oleh karena itu, semua tindakan kriminal harus 

secara tegas menyatakan tindakan yang dilarang bersama dengan sanksi 

pidana tetap jika terjadi pelanggaran hukum. Hukum pidana dapat 

didefinisikan sebagai bagian dari aturan hukum negara berdaulat, termasuk 

tindakan terlarang, di mana sanksi pidana dikenakan, dan dalam hal ini sanksi 

pidana ditegakkan oleh negara untuk menerapkan praktik pidana. Pertanyaan 

hukum pidana dalam arti kritis..13 

Memahami Tindak Pidana dirumuskan dengan baik dalam RUU 

tersebut. Pasal 11 (1) menyediakan untuk yang berikut: Perilaku pidana 

melanggar hukum atau peraturan yang digambarkan sebagai undang -undang 

yang dilarang dan diancam oleh penjahat. Tindakan kriminal adalah tindakan 

yang melanggar aturan yang ditentukan oleh hukum dan harus dihukum oleh 

seseorang sesuai dengan kesalahan. terhadap undang -undang yang 

mengharuskan Anda dinyatakan bersalah dan dianggap bertanggung jawab 

atas tindakan Anda. Perilaku pidana juga merupakan tindakan hukum yang 

                                                           
13

 Joko Sriwidodo, Buku Kajian  Hukum Pidana Indonesia , Penerbit Kepel Press, Jakarta 

2019, hlm 1-2 

18 
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mungkin dikenakan sanksi dalam bentuk kejahatan (penjara, denda, atau 

hukuman lainnya). Hukuman ini bertujuan untuk mempertahankan keadilan, 

melindungi masyarakat, dan mencapai efek sulit 14 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur tindak 

pidana umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan fisik atau perbuatan yang 

dilakukan dalam suatu tindak pidana, sementara unsur subjektif berfokus 

pada niat atau motif batin pelaku dalam melakukan kejahatan. Agar seseorang 

dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, kedua unsur ini harus 

terpenuhi. 

Adapun Unsur Objektif Tindak Pidana adalah : 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 

b. Kualitas dari si pelaku 

 Unsur Subjektif TindakPidana adalah : 

a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

b. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; 

c. macam-macam maksud atau  oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, 

dan lain-lain; 

                                                           
14

 Aksi Sinurat,Buku Azas-Azas Hukum Pidana Materil DiIndonesia, Penerbit Lembaga 
Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023,hlm 112-113 
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d. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

misalnya yang terdapat di dalam kejahatan Perzinahan atau Asusila 

menurut Pasal 284 atau 281Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

Unsur subjektif merujuk pada tindakan seseorang yang dianggap tidak 

diinginkan dalam hukum. Unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik 

individu maupun kelompok, serta niat atau kesadarannya dalam melakukan 

tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang 

secara hukum dilarang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, tanpa memperhitungkan dampak atau konsekuensi yang mungkin 

ditimbulkan oleh pelaku...15 

3. Sanksi Tindak Pidana 

Sanksi tindak pidana merupakan hukuman atau tindakan yang 

diberikan oleh pengadilan kepada individu yang terbukti melakukan 

kejahatan atau pelanggaran hukum. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk 

menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku, menjaga keamanan 

masyarakat, serta membantu proses rehabilitasi bagi pelaku agar dapat 

kembali berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku.. 

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 

tersebut adalah : 

 Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

                                                           
15
Youngky Fernando dan Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus 

Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” 

Jurnal Ilmiah Manazir Vol 1, No. 1 (2023): hlm 57–71. 
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b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan (terjemahan BPHN). 

 Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim.16 

4.  Pemidanaan 

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 

penghukuman. Penghukuman ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana 

dan alasan yang membenarkan (justifikasi) pemberian hukuman terhadap 

seseorang yang, melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap (incracht van gewijsde), terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana. Kewenangan untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana 

sepenuhnya berada di tangan negara sebagai pemegang otoritas hukum. 

Pemidanaan merupakan proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari pemidanaan 

meliputi penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, pemberian efek jera, 

rehabilitasi pelaku, serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa 

mendatang. 

                                                           
16

 Teng Junaidi Gunawan, “Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - 
Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum,” Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol  3, No. 2 
(2022):hlm  53–71, 
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Unsur utama pemidanaan meliputi: 

a. Tindakan melawan hukum  

b. Kesalahan pelaku  

c. Pembuktian di pengadilan  

d. Putusan hakim  

Bentuk-bentuk pemidanaan antara lain: 

a. Pidana pokok seperti penjara, denda, dan hukuman mati. 

b. Pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang 

tertentu.17 

Teori Pemidanaan  

a. Teori Relatif (Deterrence) 

Salah satu teori dalam hukum pidana menekankan bahwa tujuan 

utama dari pemberian hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan 

di masa mendatang. Teori ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, 

tetapi juga bertujuan memberikan dampak terhadap masyarakat luas dengan 

menciptakan efek jera (deterrent effect). 

Hukuman dijatuhkan kepada pelaku untuk mencegah mereka 

mengulangi tindak kejahatan serupa. Pendekatan ini menitikberatkan pada 

individu pelaku dengan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan 

atau menyakitkan agar mereka enggan mengulangi perbuatannya. 

                                                           
17
 Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan 

Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia, Vol 5(No 1), (2023), hlm 1-6. 
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Teori ini melihat hukuman dari perspektif yang lebih praktis, di mana 

tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Teori 

Relatif (Deterrence Theory) berfokus pada penggunaan hukuman sebagai 

sarana pencegahan, baik dengan menimbulkan rasa takut di kalangan 

masyarakat umum (pencegahan umum), maupun dengan memastikan bahwa 

pelaku tertentu tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus). 18 

b. Teori Absolut 

Teori Absolut, yang juga dikenal sebagai Teori Pembalasan 

(Retributive Theory), adalah pendekatan dalam hukum pidana yang 

menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan diberikan semata-mata 

sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam teori ini, pidana 

dianggap sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari kejahatan, tanpa 

mempertimbangkan aspek pencegahan atau rehabilitasi bagi pelaku. dasar 

pemikiran teori ini terletak pada prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum 

harus disertai dengan hukuman yang setimpal. Pemikiran ini berakar dari 

filsuf seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kant 

berpendapat bahwa hukuman harus diberikan karena kejahatan telah terjadi, 

bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau perbaikan. Sementara itu, 

Hegel beranggapan bahwa hukuman berfungsi untuk memulihkan 

keseimbangan moral yang terganggu akibat suatu kejahatan. dengan demikian, 

Teori Absolut berlandaskan pada prinsip keadilan retributif, di mana hukuman 

                                                           
18
 Siti Nabilah Utami et al., “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan 

Pidana Pada Perkara Narkotika,” Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Vol 02, No. 
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yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan 

yang telah dilakukan oleh pelaku.19 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila 

a) Pengertian Perzinahan dan Asusila 

Perzinahan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh 

seseorang yang telah menikah dengan individu lain yang bukan pasangan 

sahnya. Tindak pidana ini tidak dapat diproses hukum kecuali jika suami atau 

istri yang dirugikan mengajukan pengaduan. Perzinahan juga melibatkan 

unsur kesengajaan, yang berarti bahwa niat pelaku harus dapat dibuktikan 

agar dapat dinyatakan secara sah telah melakukan perbuatan tersebut. Oleh 

karena itu, perbuatan ini hanya dapat dikenakan sanksi jika terbukti bahwa 

pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang termasuk dalam 

kategori perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).20 

Asusila merupakan perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan 

norma kesopanan dan etika yang berlaku di masyarakat. Secara umum, 

kejahatan moral mencakup segala perbuatan yang bertujuan untuk 

memperoleh kepuasan seksual namun sekaligus melanggar nilai-nilai 

kesusilaan dan kehormatan. tindak pidana asusila telah diatur dalam Pasal 

281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur 

                                                           
19

  Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). 

"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol 6, No (2), 

hlm 178-192., 
20
 Nasruddin S, Achmad  Nurdaim, Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, 

UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam, Jurnal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 1 

Februari 2024 hal. 1-13 
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mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di ruang 

publik atau dalam situasi tertentu yang dapat merusak moral dan etika 

sosial.21 

b) Aturan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan atau asusila 

yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia 

Aturan Hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang 

melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):  

Mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, yang menjadi dasar 

hukum utama dalam kasus-kasus perzinahan. atau asusila dalam Pasal 
284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana  22 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer  

Hukum militer mengatur berbagai tindak pidana yang dapat dilakukan 

oleh anggota militer, termasuk pelanggaran yang merusak kehormatan, 

seperti perzinahan atau perbuatan asusila. tindak pidana perzinahan 

maupun asusila dianggap sebagai pelanggaran serius dalam lingkungan 

militer karena dapat merusak citra, mencederai kehormatan institusi, 

serta melemahkan disiplin prajurit..23 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

Peradilan Militer bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan 

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak 

pidana, termasuk perzinahan atau perbuatan asusila. Pengadilan Militer 

memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan 

ketentuan hukum militer. Selain itu, peraturan ini juga mengatur 

mekanisme penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan yang berbeda 

dari sistem peradilan umum, menyesuaikan dengan disiplin dan hierarki 

dalam lingkungan militer..24 
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 Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal Humaniora, 

Vol. 12, No. 2, 2000, hal. 157,https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-

asusila-pengertian-dan-unsurnya. di Akses pada tanggal 04 November 2024,pukul 13.20 wib 
22
 Viena Nungky Kusuma et al., “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-

Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023,” Jurnal UNES Law Review ,Vol 

6, no. 1 (2023): hlm 2193–2206,  
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wikisource.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_Militer, No. 167. Sumber: 

Indeks:KUHPM.pdf,di Akses pada tanggal 25 November 2024,pukul 07:28 WIB 
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 Tiarsen Buaton etal., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia ( Reform of the 

Indonesian Military Justice System )” Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu Vol 2, No 1  (2024): hlm 37–
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d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004  

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki aturan yang mengatur 

disiplin prajurit, termasuk kewajiban untuk menjaga kehormatan institusi 

militer. Setiap pelanggaran terhadap etika dan disiplin, seperti 

perzinahan, dapat dikenakan sanksi dan diproses melalui mekanisme 

hukum militer..25 

e. Hukum Disiplin Militer (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014) 

Selain dijatuhi hukuman pidana, anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) yang melakukan perbuatan asusila juga dapat dikenakan sanksi 

administratif atau disiplin militer. Sanksi ini dapat berupa teguran, 

penahanan disiplin, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian 

tidak hormat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. perbuatan 

asusila atau perzinahan yang mencoreng kehormatan institusi dan 

merusak moral prajurit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat 

yang mengancam disiplin serta tata tertib militer.26 

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia 

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan angkatan bersenjata 

negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI 

memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, serta melindungi bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang 

dapat mengganggu stabilitas negara. sebagai alat pertahanan negara, Tentara 

Nasional Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga keamanan nasional, 

melaksanakan kebijakan pertahanan, serta menggelar operasi militer baik 
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 Kariawan, I. M., Haerani, H., & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia 
Dalam Penyelengaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

Tentang Tentara Nasional Indonesia  . Unizar Recht Journal (URJ),Vol 1,No 4 (2022),hlm 476 
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 Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Fakultas Hukum, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , Vol 1, No 5, 
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dalam situasi perang maupun tugas non-perang. Selain itu, TNI juga berperan 

aktif dalam misi perdamaian, baik di tingkat regional maupun internasional, 

guna mendukung stabilitas global..27 

2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia 

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal dari perjuangan 

bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dari 

ancaman Belanda yang berupaya kembali menjajah melalui kekuatan militer. 

Pada awalnya, TNI berasal dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat 

(BKR), yang kemudian, pada 5 Oktober 1945, diubah menjadi Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya, nama tersebut kembali diubah 

menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-

laskar perjuangan atau Badan Perjuangan Rakyat. Pemerintah Indonesia terus 

berupaya menyempurnakan organisasi militer nasional, sembari berjuang 

dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai 

langkah penyatuan antara Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara 

reguler dan berbagai badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden 

Soekarno secara resmi mengesahkan pembentukan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI). Keberadaan TNI tidak terlepas dari sejarah organisasi 

militer yang telah ada sejak zaman kolonial, seperti Koninklijk Nederlandsch-

Indisch Leger (KNIL). Sejak awal berdirinya, organisasi militer ini 
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 Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin, “Kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana,” Limbago: Jurnal of 
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mengalami beberapa perubahan nama, dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 

menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), kemudian menjadi Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah adanya pemisahan antara 

militer dan kepolisian, nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali 

digunakan hingga saat ini..28 

3. Disiplin Militer (Anggota Tentara Nasional Indonesia) 

Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk 

kepatuhan dan ketaatan penuh dari setiap prajurit yang didasari oleh 

kesadaran diri serta berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib 

Tentara Nasional Indonesia. Disiplin ini mengarahkan prajurit untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban, serta berperilaku sesuai dengan norma dan 

aturan dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia . Dasar hukum 

disiplin prajurit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia, yang menjadi pedoman dalam menegakkan disiplin secara benar 

dan tegas. Tingkat kedisiplinan prajurit sangat bergantung pada kesadaran 

individu serta efektivitas organisasi militer itu sendiri. Pelanggaran disiplin 

prajurit mencakup segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

anggota Tentara Nasional Indonesia, baik disengaja maupun tidak, yang 

melanggar peraturan disiplin prajurit. Selain itu, pelanggaran juga mencakup 

tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Sapta Marga dan Sumpah 
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Prajurit, peraturan kedinasan, serta perbuatan yang merugikan organisasi TNI 

atau mencoreng kehormatan prajurit. 29 

SAPTA MARGA 

a) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan 

Pancasila. 

b) Kami Patriot Indonesia Pendukung Serta Pembela Ideologi Negarayang 

Bertanggung Jawab dan Tidak Kenal Menyerah. 

c) Kami Kesatria Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa 

Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan. 

d) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara 

dan Bangsa Indonesia. 

e) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin, 

Patuh dan Taat Kepada Pimpinan serta Menjunjung Tinggi Sikap dan 

Kehormatan Prajurit. 

f) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan 

didalam Melaksanakan Tugas Serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti 

Kepada Negara dan Bangsa. 

g) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia dan Menepati Janji Serta 

Sumpah Prajurit. 
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 Tuta Herawati et al., “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia 
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SUMPAH PRAJURIT 

a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. 

c) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 

d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab 

kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia. 

e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya. 

8. WAJIB TNI 

a) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 

b) Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 

c) Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 

d) Menjaga kehormatan diri di muka umum. 

e) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 

f) Tidak sekali-kali merugikan rakyat. 

g) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 

h) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi 

kesulitan rakyat sekelilingnya. 

Hukum disiplin bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat 

penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan oknum 

Tentara Nasional Indonesia dan menarik perhatian masyarakat. Tindakan 

kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Disiplin Prajurit 
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Tentara Nasional Indonesia yang mencoreng citra serta integritas institusi 

militer di Indonesia. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Tentara 

Nasional Indonesia menjadi dorongan bagi upaya pembenahan dan penataan 

kembali sistem disiplin prajurit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

landasan hukum yang lebih kuat, dalam bentuk undang-undang, guna 

mengatur dan menertibkan perilaku prajurit dalam sistem pembinaan militer. 

disiplin dalam militer bukan sekadar aturan, tetapi merupakan bentuk 

ketaatan dan kepatuhan yang wajib dijalani oleh setiap prajurit. Bagi seorang 

anggota Tentara Nasional Indonesia, disiplin adalah pola hidup yang harus 

diterapkan dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawabnya. Prajurit yang 

terbukti melanggar hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi, baik dalam 

bentuk tindakan disiplin maupun hukuman disiplin, sesuai dengan aturan 

yang berlaku..30 

Sebagai garda pertahanan negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, 

Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI dalam setiap 

pelaksanaan tugasnya. Selain itu, sebagai warga negara, setiap prajurit juga 

harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus 

bagi anggota militer. Ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan 
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Disiplin Prajurit, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kehidupan dan 

kedisiplinan dalam lingkungan militer. 

Dalam dunia kemiliteran, disiplin dan kehormatan adalah prinsip 

utama. Ketika seorang prajurit melanggar norma moral, hal ini tidak hanya 

mencoreng nama pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu di antara 

sesama rekan prajurit. Unit militer yang bersangkutan mungkin merasa 

reputasinya tercemar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada semangat 

korps (esprit de corps). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) 

menerapkan kode etik dan standar moral yang ketat. Pelanggaran seperti 

perzinahan atau tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran serius 

terhadap nilai-nilai tersebut dan mencerminkan lemahnya moralitas pelaku. 

Jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelanggaran 

etika dapat ditoleransi, yang pada akhirnya dapat merusak fondasi moral 

institusi militer. Kasus-kasus semacam ini sering kali memicu seruan untuk 

memperketat disiplin dan pengawasan di lingkungan Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat. Oleh karena itu, institusi militer mungkin perlu 

melakukan evaluasi dan perbaikan sistem guna mencegah pelanggaran serupa 

di masa depan..31 
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4. Sanksi-Sanksi hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang 

melakukan pelanggaran hukum disiplin militer 

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum 

disiplin militer akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Hukum Disiplin Militer serta peraturan internal militer. Pemberian sanksi ini 

menjadi kewenangan Atasan Menghukum (ANKUM), yang dapat 

menjatuhkan tindakan disiplin dalam bentuk hukuman fisik dan/atau teguran 

lisan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran prajurit 

dan mencegah terulangnya pelanggaran disiplin di lingkungan militer. Sanksi-

sanksi tersebut umumnya terdiri dari: 

a) teguran; 

b) penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau 

c) penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

d) sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.32 

Prajurit yang terbukti bersalah dapat dikenai berbagai sanksi, mulai 

dari hukuman pidana, seperti penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan 

dari dinas militer, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya 

terhadap institusi militer. Selain sanksi pidana, prajurit juga dapat menerima 

hukuman disipliner yang diberikan oleh atasan langsung. Tindak pidana 

perzinaan atau asusila bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 
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disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta norma 

sosial dan moral yang dijunjung tinggi dalam lingkungan militer. Sebagai 

institusi yang menuntut prajurit untuk menjaga kehormatan dan nama baik 

satuan, pelanggaran seperti ini dapat mengganggu tatanan dan kedisiplinan 

militer, sehingga peradilan militer menangani kasus tersebut dengan serius 

untuk menjaga ketertiban dan integritas institusi.33 

Atasan yang berwenang menghukum dalam komando kesatuan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan 

hukuman disiplin melalui sidang disiplin. Dalam menjatuhkan sanksi, 

ANKUM harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan 

keadilan serta memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama di masa depan. Keputusan ANKUM mengenai hukuman 

disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Setelah 

ditetapkan dalam sidang disiplin, hukuman tersebut segera dilaksanakan dan 

dicatat dalam buku hukuman serta data personel, sebagai bagian dari rekam 

jejak pelanggaran hukum disiplin militer..34 

Pemberian sanksi terkait pelanggaran disiplin militer ini juga 

bertujuan untuk : 

a) Membantu prajurit Tentara Nasional Indonesia menyadari kelalaian 

dalam menjalankan tanggung jawabnya serta menanamkan semangat 

                                                           
33
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dan pemahaman agar lebih menghormati serta mematuhi peraturan yang 

berlaku. 

b) Menimbulkan efek jera guna memperingatkan prajurit lain agar tidak 

mengulangi pelanggaran serupa, dengan menerapkan sanksi administrasi 

yang adil, proporsional, dan berlandaskan hukum. 

c) Melindungi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, dengan 

menekankan bahwa penegakan disiplin tidak semata-mata bertujuan 

untuk memberikan hukuman, tetapi lebih mengutamakan pembinaan.35 

D. Kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum 

disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. 

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki kewenangan khusus 

untuk mengadili kasus yang melibatkan prajurit TNI, termasuk tindak pidana 

perzinaan atau asusila. Lembaga ini bertugas memeriksa dan mengadili 

berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer, baik yang 

tergolong tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Namun, 

berdasarkan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, prajurit 

TNI tunduk pada peradilan militer untuk kasus pelanggaran hukum militer, 

sedangkan untuk tindak pidana umum, mereka berada di bawah kewenangan 

peradilan umum. 36 
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Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki kewenangan untuk 

mengadili anggota TNI yang bertugas di wilayah hukum Sumatera Selatan, 

Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Yurisdiksi ini mencakup 

prajurit yang terlibat dalam tindak pidana selama masa dinas aktif atau dalam 

situasi yang berkaitan dengan tugas militer. Sebagai bagian dari sistem 

peradilan militer, Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang menangani 

kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI aktif, termasuk pelanggaran 

disiplin militer yang mengandung unsur pidana. Kewenangan ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu: 

a) Kasus Pidana Militer: Meliputi pelanggaran pidana umum yang dilakukan 

oleh anggota TNI serta tindak pidana yang berkaitan dengan hukum 

militer, seperti desersi, pelanggaran berat terhadap disiplin militer, atau 

tindakan yang mengganggu struktur dan ketertiban dalam institusi militer. 

b) Kejahatan Terkait Pelanggaran Disiplin Militer: Jika suatu pelanggaran 

disiplin meningkat menjadi tindak pidana, maka kasus tersebut akan 

diproses lebih lanjut dan disidangkan di Pengadilan Militer. 

c) Kasus yang Melibatkan Kode Etik Militer: Meskipun pelanggaran disiplin 

ringan umumnya diselesaikan secara internal, pelanggaran serius yang 

mencoreng kehormatan militer dapat dibawa ke peradilan militer untuk 

diproses lebih lanjut..37 
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E. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori 

1. Teori Penegakan Hukum Filosofis 

Teori penegakan hukum filosofis merupakan pendekatan yang melihat 

penegakan hukum tidak sekadar sebagai penerapan aturan secara teknis, 

tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, moralitas, 

dan etika dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

memahami esensi hukum, tujuan hukum, serta nilai-nilai fundamental yang 

mendasarinya. Dengan demikian, penegakan hukum harus selaras dengan 

prinsip keadilan substantif. Hukum perlu sesuai dengan norma moral dan 

etika yang berlaku di masyarakat agar pelaksanaannya tidak bertentangan 

dengan rasa keadilan publik..38 

2. Teori Disiplin Militer 

Teori Disiplin Militer menitikberatkan pada prinsip-prinsip yang 

mengatur kepatuhan prajurit terhadap peraturan dan etika yang ketat guna 

menjaga efektivitas, keteraturan, dan kehormatan institusi militer. Disiplin 

militer merupakan aspek fundamental dalam kehidupan militer yang 

memastikan ketaatan, kesiapsiagaan, dan kekompakan pasukan dalam 

menghadapi berbagai situasi. Disiplin ini mencerminkan kepatuhan tanpa 

syarat terhadap peraturan, perintah atasan, serta norma dan etika yang berlaku 

di lingkungan militer. Selain itu, disiplin militer juga mencerminkan sikap 

dan perilaku yang menunjukkan rasa tanggung jawab serta komitmen 

terhadap tugas sebagai prajurit. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan 

tindak pidana perzinahan atau asusila dalam perkara Nomor: 83-K/PM 

1-04/AD/VII/2023 

Proses hukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam Hukum Militer. Proses ini 

berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. Secara umum, tahapan dalam Peradilan Militer mencakup 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan militer, 

hingga pelaksanaan putusan. Mengingat bahwa tersangka merupakan anggota 

Tentara Nasional Indonesia, maka aparat penegak hukum yang berwenang 

juga berasal dari lingkungan militer, seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan 

Hakim Militer..
39

 

Tahapan dalam  penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana 

perzinaan atau asusila yang dilakukan oleh tersangka dilakukan oleh Polisi 

Militer Denpom II/3 LS. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, proses tersebut 

menjadi kewenangan Oditur Militer yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tuntutan hukum. Sementara itu, dalam tahap persidangan, 

perkara ini diadili oleh Hakim Militer yang berwenang memproses kasus di 
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pengadilan militer. Seluruh proses hukum ini berlaku bagi individu yang 

berstatus sebagai personel militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. 

1. Tahap Pemeriksaan Awal 

Pemeriksaan awal dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) 

sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana perzinaan 

atau asusila yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Darat. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal, menggali 

keterangan dari saksi maupun terduga pelaku, serta memastikan bahwa setiap 

tahapan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan militer yang 

berlaku. Polisi Militer memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti 

guna memastikan bahwa perkara yang ditangani memiliki dasar hukum yang 

kuat sebelum diajukan ke Pengadilan Militer. Seluruh tahapan pemeriksaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer (KUHPM). 

Dalam perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang 

melibatkan terlapor, laporan diajukan oleh Saksi 1 sebagai korban. Terlapor 

diduga melakukan perbuatan tersebut dengan istri sah Saksi 1 pada rentan 

waktu 5 Desember 2021 hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung. 

Merasa dirugikan akibat kejadian tersebut, Saksi 1 melaporkan Tersangka 
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melalui Laporan Polisi Denpom II/3 LS dengan Nomor LP-06/A-

06/1/2023/Idik. Dugaan tindak pidana ini dikenakan Pasal 281 ayat (1) dan 

Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Uraian singkat perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila 

yang tercantum dalam laporan polisi atas Tersangka adalah sebagai berikut 

Pada hari Jumat, 23 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah 

Saksi 1 yang beralamat di Jl. Sultan Agung, GG. M. Bangsawan, No. 72, 

Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, saksi 2, yang merupakan 

istri sah Saksi 1, diketahui telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan 

Tersangka. Berdasarkan laporan, keduanya diduga telah melakukan hubungan 

badan layaknya suami istri di Hotel Amanda, Bandar Lampung, sekitar bulan 

Agustus 2022 hingga tahun 2023, dengan rentang waktu kurang lebih selama 

tujuh bulan.
40

 

Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila 

yang melibatkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 

06/1/2023. Pada tanggal 11 Januari 2023, Polisi Militer mulai mengumpulkan 

barang bukti, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi guna memperkuat 

dugaan terhadap tersangka. 
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Dalam proses penyidikan, Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan 

penahanan sementara terhadap tersangka untuk mencegah kemungkinan 

melarikan diri serta demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelum 

penahanan dilakukan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam Surat R/11/1/2023 sebagai syarat administrasi 

penahanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang 

berkaitan dengan kasus perzinaan atau asusila serta menghadirkan para saksi 

untuk dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah 

tahap penyidikan dinyatakan selesai, berkas perkara dan tersangka 

dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses penuntutan lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku..
41

 

Setelah laporan polisi dari Denpom II/3 LS dibuat, tersangka 

menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom II/3 LS. 

Penahanan ini bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, 

mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta 

menghindari potensi gangguan keamanan. Selanjutnya, penahanan sementara 

tersangka dilimpahkan ke Dandim 042/LS selaku atasan yang berhak 

menghukum (ANKUM). Penahanan ini dilakukan berdasarkan Keputusan 

Penahanan Sementara Nomor Kep/02/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, 

dengan durasi penahanan selama 20 hari. Setelah masa penahanan tersebut, 

Perwira Penyerah Perkara dari Danrem 043/Gatam mengambil alih 
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penahanan sementara pertama terhadap tersangka atas dugaan tindak pidana 

perzinaan atau asusila. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 

Kep/08/1/2023 tertanggal 1 Februari 2023, dengan durasi 30 hari. Penahanan 

sementara ini terus diperpanjang hingga penahanan sementara keenam, 

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep/45/VII/2023 

tertanggal 7 Juli 2023, dengan durasi tambahan 30 hari..
42

 

Polisi Militer (PM) adalah unit di bawah komando Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) yang bertugas menegakkan hukum di lingkungan militer. 

Peran utama Polisi Militer mencakup menjaga disiplin dan keamanan di 

kalangan prajurit TNI, serta menangani pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh anggota militer. Selain itu, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap personel militer yang 

diduga terlibat dalam tindak pidana militer, termasuk pelanggaran yang 

terjadi di lingkungan militer atau dalam operasi militer. Dalam menjalankan 

tugasnya, Polisi Militer bertanggung jawab mengumpulkan serta 

menganalisis bukti guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di lingkungan militer.43 

Menurut penulis, Polisi Militer yang melakukan penyelidikan, 

penyidikan, serta penahanan sementara telah memastikan bahwa tersangka 

benar-benar melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila terhadap istri 
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sesama anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penahanan 

sementara ini merupakan bagian dari proses hukum militer yang bertujuan 

untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan kelancaran penyidikan. Selain itu, 

tindakan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri selama 

proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung..
44

 

2. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan Pengadilan Militer 1-04 

Palembang 

a. Tahap dakwaan dan Tuntutan 

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 

Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 atas nama terdakwa surat ini berisi 

uraian mengenai dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang dilakukan 

oleh terdakwa. Ddngan mempertimbangkan bukti yang diperoleh serta 

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta 

terpenuhinya unsur-unsur yang relevan, Oditur Militer mendakwa terdakwa 

Agus Saputra berdasarkan Pasal 284 ayat (1) -1 a dan Pasal 281 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perzinaan 

dan/atau asusila. 
45

 

Berikut adalah uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa 

sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. terdakwa, yang merupakan 

prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, didakwa melakukan 
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tindak pidana perzinaan atau asusila dengan istri prajurit TNI lainnya. 

Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di berbagai hotel di Bandar 

Lampung, yang tidak hanya mencoreng nama baik institusi militer tetapi juga 

melanggar norma disiplin dan etika keprajuritan. Tindakan tersebut dilakukan 

secara sadar oleh terdakwa bersama saksi tanpa adanya tekanan atau 

ancaman. kejadian pertama terjadi pada 5 Desember 2021 dan berlangsung 

hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Militer 1-04 Palembang 

Kapten  Chk Sugiarto,S.H.,M.H. di dalam perkara tindak pidana perzinahan 

atau asusila yang dilakukan oleh anggota tentara Nasional Indonesia yang 

mana di adili di pengadilan militer 1-04 palembang merupakan Pemeriksaan 

biasa proses persidangan pidana yang dilakukan secara lengkap dan 

menyeluruh untuk menggali fakta-fakta hukum, memeriksa bukti-bukti, dan 

mendengarkan keterangan para pihak. Proses ini dilaksanakan berdasarkan 

tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jika 

dilakukan di pengadilan militer.
46

 

Menurut Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil: 

Syarat Formil yang mana menerangkan identitas terdakwa Laki-laki, 

Indonesia, Islam Prov. Lampung. 
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Syarat Materil  menguraikan terkait perbuatan terdakwa didalam surat 

dakwaan Oditur Militer, Adapun uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa 

yang mana di dalam surat dakwaan menerangkan sebagai berikut  Tindak 

pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sekira tanggal 

05 desember 2021 s.d bulan juli 2022 di wilayah provinsi lampung bersama 

istri sah dari korban Saksi 1 yang dilakukan berulang kali di berbagai hotel di 

Bandar lampung.
47

 

Dalam  kasus ini, surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer 1-

05 Palembang telah memuat tuduhan yang jelas dan kemudian diterima oleh 

Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dalam surat dakwaan tersebut, Oditur 

Militer berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan 

yang berlaku dan diancam dengan pidana yang sesuai. 

Oditur Militer menyusun dakwaan terhadap terdakwa dalam bentuk 

Dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 284 ayat (1) ke-2 

huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dakwaan 

alternatif kedua berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP. Namun, karena Pasal 284 

ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (klacht delict), 

dan dalam persidangan Saksi-1 mencabut pengaduannya, maka syarat formal 

pengaduan untuk dakwaan pertama tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis 
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Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, yaitu berdasarkan Pasal 

281 ke-1 KUHP.48 

Oditur Militer dalam tuntutannya (Requisitoir) menyatakan bahwa 

terdakwa Agus Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka 

melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas dasar itu, Oditur 

Militer mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim untuk 

memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..
49

 

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan 

alternatif kedua, yaitu tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar 

kesusilaan," sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah 

dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan asusila. 

Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi 

dipertahankan sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 

karena dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan dan disiplin dalam 

organisasi.
50
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Maka Penulis Berkesimpulan mengenai dakwaan dan tuntutan oditur 

militer terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh 

terdakwa terbukti bersalah,akan tetapi pada dakwaan alternatif pertama tidak 

memenuhi unsur-unsur nya dikarenakan terlapor mencabut laporan nya pada 

saat pemeriksaan dipersidangan oleh karna itu dakwaan pertama tindak 

memenuhi unsur-unsur nya .dan karena itu hakim pengadilan militer 1-04 

palembang membuktikan pada dakwaan alternatif kedua ,yang mana dakwaan 

ini memenuhi unsur-unsur nya dan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan 

dakwaan alternatife kedua dengan pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tentang tindak pidana asusila. 

b. Fakta Persidangan 

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), terdapat lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam 

persidangan untuk membuktikan tindak pidana perzinahan atau asusila yang 

dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. 

Dalam perkara ini, terdapat sembilan saksi yang memberikan 

keterangan, selain keterangan saksi, alat bukti yang digunakan meliputi 

keterangan terdakwa, barang bukti, bukti petunjuk, serta alat bukti lainnya 

yang relevan dengan perkara ini. ,berdasarkan uraian di atas mengenai alat 

bukti, keterangan saksi, barang bukti, bukti petunjuk,dan keterangan terdakwa 

maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
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- Terdakwa menjadi seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia dari tahun 

2005 sampai dengan 2023 terjadi nya tindak perkara pidana Perzinahan 

atau asusila dan terdakwa menikah bersama Saksi 9 pada tahun 2010. 

- Dan terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi 2 di bulan November 2021 

bertempat di RS DKT Lampung Selatan dan dari sana mereka sering 

berkomunikasi, pada 5 Desember 2023 mereka memutuskan untuk 

bertemu di pantai kedu  kalianda lampung selatan untuk menjalin 

hubungan pacaran dan berlanjut dengan hubungan Perzinahan pada saat 

itu Saksi 2 merupakan istri sah dari Saksi 1  

- Saksi 2 dan terdakwa sering berboncengan ,berpelukan mesra di atas 

motor dan di pantai,dan pada bulan desember 2021 untuk pertama kali 

mereka berhubungan layak nya suami dan istri di hotel kahai beach 

Krakatau lampung selatan,lalu yang kedua pada bulan yang sama di bulan 

desember 2021 di hotel Grend Elty, dan selanjutnya  pada bulan januari 

2022 dan terdakwa menyewa kamar kos milik saksi 5 yang beralamat di 

dusun sindang sari,lampung selatan dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 

sebagai istri nya dan didalam kamar kos tersebut mereka melakukan 

Perzinahan 

- Pada bulan februari 2022 terdakwa pindah ke mes desa pematang baru  

dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 sebagai istri nya kepada perangkat 

desa pematang baru,dan saksi 2 dan terdakwa melakukan hubungan layak 

nya suami dan istri di mes tersebut, Pada 02 mei 2022 saksi 2 

mengirimkan pesan kepada saksi 9 selaku istri sah terdakwa bahwasanya 
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mereka ada hubungan perselingkuhan,dan perselingkuhan itu sudah sejak 

bulan desember 2021 dan terhitung sudah 7 bulan 

- Pada tanggal 13 mei 2022 saksi 9 melaporkan perbuatan suami nya atau 

terdakwa ke koramil 421-08/Palas dan Kapten Cba Siswoko selaku atasan 

terdakwa melakukan mediasi dan mendapatkan kesepakatan terdakwa 

mengakui perselingkuhan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut apabila dikemudian hari terjadi kembali perselingkuhan 

terdakwa siap mendapatkan hukuman. 

- Bulan juni 2022 terdakwa sudah menghindari saksi 2 dan akibat dari 

perbuatan terdakwa yang menghindari nya saksi 2 merasa di khianati dan 

di manfaatin terdakwa dan pada tanggal 2 agustus 2022 terdakwa akan 

pindah tugas di BKO di kantor BPTWP dan pada saat itu terdakwa 

meminta saksi 2 untuk mengantarkan nya di mereka masih menjalin 

hubungan tersebut dan terdakwa berjanji akan menceraikan istri sah nya 

dan menikahi saksi 2 

- Saksi 2 menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 1 suami dari saksi 

2 pada tanggal 25 d esember 2022 dan  pada keesokan hari nya pada 

tanggal 26 Desember 2022 saksi 1 mengajak saksi 2 melaporkan terdakwa 

ke Denpom 11/3 LS, kemudian perwakilan dari pihak keluarga terdakwa 

melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada saksi 1 atas perbuatan 

terdakwa yang melakukan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2 selaku 

istri sah dari saksi 1 atas hal tersebut terdakwa membuat surat permohonan 

damai dan permintaan maaf  kepada saksi 1 dan di tanda tangani oleh 
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terdakwa,saksi 1 tertanggal 16 februari 2023 dan diketahui oleh danramil 

atas nama Cba Mohali serta kakak terdakwa Sdr endang. 

- Barang bukti tambahan yang diajukan oleh saksi 2 di persidangan majelis 

hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau terdakwa melakukan 

perbuatan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2 

c. Menetapkan Barang Bukti 

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer 

terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa 

memiliki peran penting dalam mendukung dakwaan serta memperkuat 

keputusan hakim. Barang bukti tersebut menjadi elemen krusial dalam proses 

pembuktian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar 

hukum yang kuat dan sah di pengadilan. adapun barang bukti yang di uraikan 

sebagai berikut: 

1) Barang : 

a) 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (Video) Tik Tok dengan durasi  10 

detik dan 5 detik. 

2) Surat-surat : 

a) (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar  Laut,Kelurahan 

Way Urang, Kec. Kalianda,Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung; 

b) 3 (tiga) lembar foto hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, 

Desa batu balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov 

Lampung; 
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c) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Kraktau Kahai Beach di Jl. 

Raya Pesisir, Desa batu balak, No.99, Kec.Rajabasa, Kab. Lampung 

Selatan,Prov. Lampung 

d)  3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl.Jendral Suprapto, Kec. 

Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung; 

e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel Krakatau Kahai 

Beach di Jl.Jendral Suprapto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung; 

f) 1 (satu) lembar hasil scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM 

A a.n terdakwa 

g) 3 (tiga) lembar foto kosan di Dusun Sindang Sari, RT, 001, RW,005 

,Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov.Lampung; 

h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. 

Palas, Kab.Lampung Selatan, Prov. Lampung; 

i) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto 

HP pengelola Amanda Homstay di GTang Jangkung, Kel. 

Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung. 

j) 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar 

Lampung; 

k) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. Saksi 2 bersama satu 

orang temanya dengan Kapt Inf Saksi 8 dan Terdakwa di Café D’Sas 

di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. 

Lampung Selatan Prov.Lampung; 
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l) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto buku nikah Saksi 1 dengan Saksi 2 

m) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Saksi 251 

Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan  

Alternatif kedua oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut : 

a) Unsur Kesatu : Barang Siapa 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa 

Agus Saputra terbukti secara sah melakukan tindak pidana perzinahan atau 

asusila. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan berakal serta dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai anggota Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat dan warga negara Indonesia, terdakwa mampu 

memberikan keterangan dengan jelas dan benar di muka persidangan. Seluruh 

keterangan yang disampaikan dalam persidangan, baik dari saksi-saksi, alat 

bukti, barang bukti, maupun pengakuan terdakwa sendiri, telah cukup untuk 

memenuhi unsur "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum 

yang berlaku..
52

 

b) Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan . 

Berdasarkan dakwaan Oditur Militer menguraikan unsur-unsur 

didalam persidangan terhadap terdakwa,unsur-unsur ini memuat pengertian 

sebagai berikut: 
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Dalam konteks ini, kesengajaan diartikan sebagai tindakan yang 

dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh (willens en wetens). 

Artinya, seseorang yang bertindak dengan sengaja tidak hanya menghendaki 

perbuatannya tetapi juga memahami konsekuensi dari tindakannya. Dengan 

demikian, kesengajaan mencakup dua aspek utama: pertama, pelaku secara 

sadar menginginkan tindakan tersebut, dan kedua, pelaku menyadari serta 

memahami dampak yang mungkin timbul akibat perbuatannya..
53

 

Menurut Fudyartanta, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis 

oleh Surajiyo berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif 

Filosofis, kesusilaan diartikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang 

menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk mencapai 

tujuan hidupnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan konsep susila dan 

kesusilaan disebut sebagai asusila. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila berarti tidak 

susila atau memiliki tingkah laku yang tidak baik. Perbuatan asusila merujuk 

pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah 

kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Pancasila, 

tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan 

etika yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..
54
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Penulis berkesimpulan maka mengenai unsur barang siapa dan unsur 

dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sudah memenuhi unsur-

unsur nya di muka persidangan dan terdakwa patut terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Perzinahan atau asusila. 

d. Putusan oleh Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang 

Proses peradilan dalam lingkungan militer memiliki aturan khusus 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang melibatkan 

personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam persidangan, hakim 

bertugas menelaah, mendengarkan, serta menimbang fakta, bukti, dan 

argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum (Oditur Militer) dan 

pihak pembela. 

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang berpendapat bahwa 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana 

diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). dimana didalam ayat alqur’an dibawah ini menerangkan 

bahwasanya Hakim harus memutuskan suatu perkara harus yang seadil-

adilnya. 

Surah An-Nisa' (4:58) 

ََّ  ٱ ىينَّ  قَمَأَ   َْ َُِ  ن ن ِ مَ ُّد يَ ٱ ۟اَ  مَ  َ مَ  ْ  َِ ط ىيى إمِ   ىيإِ  ن هَييل   َ ن تَمأَ  ََّطَّي ٱ ِ هَن   م  ََّ  ٱ ىينَّ      ىَل دَهي ٱِي  ۟ اَنَتَُِْ  ن ن ى ط  تَّ  ايلي

ظَنَأ ََّ  ٱ ىينَّ      ِٓ ِييي  ِ لي ط م طن    هلََ َ تي  ِ هقََ ِ  ي  
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." 

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 

Palembang, Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa 

terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas 

militer., dikarenakan terdakwa sudah berapa kali melakukan perzinahan atau 

asusila dan juga melakukan nya bersama Istri Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat/ Ibu Persit/Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia,karena 

perbuatan ini sangat mencoreng nama baik kesatuan dan merusak 

kedisiplinan bagi prajurit lainnya dan juga mengingat terdakwa menjadi 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sejak 2004 yang mana 

seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat maupun kepada 

prajurit lainya bukan malah memberikan contoh yang tidak baik yang 

berakibatkan mencoreng nama baik kesatuan. oleh karena itu Hakim 

Pengadilan Militer 1-04 Palembang menilai Terdakwa tidak layak lagi 

menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dasar Hukum secara 

yuridis  dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer 

terdapat di pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.55 
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Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, 

S.H.,M.H  berpendapat  didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  mengatur prinsip-prinsip yang harus 

dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah bunyinya: 

a) Ayat (1): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. 

b) Ayat (2): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi harus 

memutus perkara berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang. 

c) Ayat (3): Setiap pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan 

berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan 

pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa 

dipersidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani 

serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit 

jiwanya sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala 

akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat 

menghapus pertanggungjawaban pidananya, sehingga terdakwa dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena terdakwa 
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dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan 

yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat.56 

1) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Meringankan 

Majelis Hakim pengadilan militer 1-04 palembang Letnan Kolonel 

Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.berpendapat dalam menjatuhkan pidana 

atas terdakwa dalam perkara ini ,terlebih dahulu memperhatikan keadaan 

yang dapat memberatkan dan meringankan agar tidak semata-mata hanya 

memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga 

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan 

kembali ke jalan yang benar,menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan 

falsafah pancasila.57 

Namun, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa, di 

antaranya sikapnya yang tidak kooperatif serta cenderung berbelit-belit dalam 

memberikan keterangan selama persidangan, yang menyebabkan proses 

persidangan menjadi terhambat. Selain itu, pernyataan terdakwa dalam Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan keterangannya di persidangan. 

Tindakan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai Sapta 

Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib Militer. Lebih lanjut, perbuatan 

tersebut telah dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup 
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lama, yaitu sekitar tujuh bulan dari akhir tahun 2021 hingga 2022. Hal ini 

tidak hanya mencoreng nama baik dirinya sendiri, tetapi juga merusak citra 

serta wibawa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Meskipun 

demikian, terdapat faktor yang meringankan, yaitu terdakwa telah mengabdi 

sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 18 

tahun.58 

2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan 

Dalam kasus ini, berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Militer 1-04 Palembang, terdapat sejumlah pertimbangan yang 

mempengaruhi keputusan hakim terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota militer. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh melalui 

wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Kapten CHK 

Sugiarto, S.H., M.H., yang mengungkapkan bahwa terdapat enam faktor 

utama yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana, baik 

dalam hal berat maupun ringannya putusan. Dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor ini, hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih profesional 

dan seimbang, sehingga dapat memberikan keadilan bagi terdakwa, 

masyarakat, serta korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan Teori Keadilan 

John Rawls, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam 

menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam suatu 

perkara hukum. 
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 Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 

04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

,hlm 53-54.  
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a) Surat dakwaan, tuntutan oleh oditur militer atau jaksa umum dasar 

hukumnya terdapat di Pasal 143 Ayat (1):Pasal ini memastikan 

bahwa setiap proses penuntutan dilakukan secara resmi, dengan 

langkah-langkah administratif yang jelas. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan pihak-pihak lain 

yang terlibat dalam proses peradilan pidana.yang berisi tentang 

identitas terdakwa,tindak pidana yang dilakukan,waktu dan tempat 

kejadian,pasal yang dilanggar,Undang-Undang  

b) Alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdapat di pasal 

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan di Undang-

Undang 31 Tahun 1997 terdapat di Pasal 172 ayat 2 yang mengatur 

tentang ,keterangan saksi,keterangan ahli, keterangan terdakwa, 

petunjuk, barang bukti harus yang di perlihatkan di persidangan yang 

mana menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu putusan  

c) Pasal dalam Undang-Undang yang terhubungan dalam pasal 150 

tentang kekuasaan kehakiman Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009, kekuasaan kehakiman dijelaskan sebagai kekuasaan negara 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. 

d) Majelis Hakim harus melihat kondisi terdakwa,apakah terdakwa 

cacat atau gila,kurang cakap atau apakah terdakwa sudah dewasa 

atau anak-anak,sehinggat majelis hakim melihat terdakwa kurang 
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efek jera,hakim dalam memberikan suatu putusan harus memberikan 

efek jera bukan berarti tidak ada efek jera  

e) Status sosial dilihat juga apakah terdakwa merupakan mahasiswa 

atau pejabat atau pengangguran,dan juga dilihat terdakwa apakah 

pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya atau residivis 

f) Peran terdakwa apakah dia melakukan sendiri atau ada orang lain 

atau bersama-sama59 

e. Motivasi dan Akibat perbuatannya dalam tindak pidana perzinahan 

atau asusila 

Setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, termasuk 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, tentu memiliki latar belakang dan 

dorongan tertentu. Tindak pidana perzinahan atau asusila dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, kondisi psikologis, hingga 

lemahnya kontrol diri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam 

motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut serta memahami dampak 

hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkannya. Dampak ini tidak hanya 

dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh institusi militer serta lingkungan 

sekitarnya, yang dapat terpengaruh baik dari segi kedisiplinan, citra, 

maupun moralitas dalam kehidupan militer. 

Adapun Motivasi dan Akibat yang melatarbelakangi perbuatan 

terdakwa antara lain: 
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 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, 

S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024. 
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a) Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena tidak 

bisa menahan hawa nafsunya dan Terdakwa merasa kesepian jarang 

pulang menemui istrinya yaitu Saksi-9 sehingga pada saat 

berkenalan dengan Saksi-2 dan saling tukar nomor telepon kemudian 

sering berkomunikasi dan Terdakwa dan Saksi-2 merasa sama-sama 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang 

b) Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah 

tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu tidak harmonis sering 

terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan hubungan saksi 1 dan 

saksi 2 kurang harmonis, sering bertengkar disamping itu perbuatan 

Terdakwa merusak citra dan nama kesatuan Tentara Nasional 

Indonesia seharusnya mengatahui bawa Saksi-2 merupakan ibu 

persit selaku istri dari Saksi-2 yang berdinas di Korem 043/Gatam. 

3. Pelaksanaan Putusan 

Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana asusila, di mana 

unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, 

keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk, serta keterangan 

terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang 

menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi 



62 
 

 

 

dipertahankan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 

sehingga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. 

Terpidana dan oditur militer bahwasanya mereka menerima akta 

putusan yang dibacakan atau yang diputus oleh hakim pengadilan militer 1-04 

palembang. Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 

AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 atas nama 

terpidana.
60

 

Menurut penulis di dalam surat dakwaan dan tututan terdakwa di 

jatuhkan oleh oditur militer dengan Pasal 284 dan 281 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. di dalam putusan majelis hakim terdakwa agus saputra di 

putus dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan 

pasal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sedangkan Pasal 

284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di terapkan dalam putusan 

dikarenakan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur nya 

tidak terpenuhi karena terlapor sudah mencabut laporan nya di dalam 

persidangan pada saat masih tahap pemeriksaan awal dan sudah membuat 

surat perdamaian antara terlapor dan terdakwa. 

B. Sanksi hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang 

terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila di Pengadilan 

Militer 1-04 Palembang 

1. Aturan Hukum 
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 putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-

04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 1 
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Menurut aturan dalam menentukan sanksi dan hukuman  bagi prajurit 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang terbukti 

melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila, terdapat beberapa aturan 

hukum yang menjadi dasar pertimbangan. Aturan-aturan ini mencakup 

hukum pidana umum, hukum pidana militer, serta ketentuan disiplin dan 

administrasi militer yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 

a.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 Pasal 284: Mengatur tentang tindak pidana perzinahan yang 

dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terikat 

perkawinan. 

 Pasal 281: Mengatur tentang tindak pidana asusila yang 

dilakukan di muka umum dan bertentangan dengan norma 

kesusilaan. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin 

Militer 

Sejalan dengan bunyi dan ketentuan hukum yang mengatur aturan 

hukum di atas maka dalam putusan perkara nomor 83-K/PM.1-

04/AD/VII/2023 yaitu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana asusila serta sudah memenuhi unsur-unsur  sehingga di hukum 

dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan pidana tambahan di pecat dari 

Tentara Nasional Angkatan Darat. 

Penulis berpendapat mengenai aturan hukum dan putusan di atas 

bahwasanya penulis sependapat dengan putusan majelis hakim dalam 

memberikan suatu putusan kepada terdakwa, menurut penulis putusan 

tersebut sangat lah adil dilihat dari perbuatan terdakwa sendiri yang sangat 

mencoreng nama baik instansi kesatuan,keluarga dan keluarga besar Tentara 
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Nasional Indonesia Angkatan Darat sedangkan aturan hukum yang di 

terapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur-unsur. 

Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menerapkan asas legalitas dengan 

tepat, memastikan bahwa dakwaan alternatif kedua terhadap Terdakwa sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. dan juga jenis pelanggaran yang 

dilakukan oleh seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yaitu 

perbuatan Perzinahan dan asusila dengan istri sesama anggota militer tidak 

hanya merusak kepercayaan pribadi,tetapi juga dapat merusak moral dalam 

unit militer yang pada akhirnya berdampak pada penegakan disiplin dan citra 

institusi.dan juga keterangan terdakwa yang berbelit-belit, tidak koperatif 

dalam memberikan suatu keterangan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM). serta disiplin Militer pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer. Sanksi ini diterapkan untuk menegakkan disiplin, ketertiban, 

dan hukum di lingkungan militer. 

Didalam Tindak pidana  perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh 

terdakwa agus saputra majelis hakim memberikan putusan pidana penjara 

selama 2 tahun dengan tindak pidana asusila pasal 281 ke-1 serta pidana 

tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan ini diberikan 

karena perbuatan terdakwa dianggap mencemarkan nama baik institusi militer 
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dan melanggar disiplin serta kehormatan prajurit Tentara Nasional 

Indonesia
61
. 

Dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan berdasarkan 

wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak 

Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.menyatakan bahwasanya 

untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer 

dasar hukum nya pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer,dan 

juga tidak ada kriteria dan tolak ukur untuk hakim menjatuhkan pidana 

tambahan berupa pemecatan ,karna hakim mempunyai hak progratif dalam 

menjatuhkan suatu putusan ,hakim menjatuhkan putusan berupa pemecatan 

terhadap terdakwa agus saputra karna memang agus saputra tidak layak lagi 

untuk di pertahankan di dinas militer dan perbuatan terdakwa relatife berat 

karna terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan atau asusila 

bersama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
62

 

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 

Palembang  Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. dalam 

pertimbangan hakim dan penilaian hakim untuk menjatuhkan pidana 

tambahan berupa pemecatan dikarenakan akan merusak tatanan militer,dan 

dikhawatirkan akan merusak pola pembinaan di siplin militer,dan akan 

memberikan contoh yang tidak baik serta akan menimbulkan kekhawatiran  

bagi prajurit-prajurit lain nya yang berangkat tugas apabila meninggalkan 
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 Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-

04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 58-60. 
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 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk 

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024. 
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anak dan istri nya dikesatuan. dan untuk menghindari kekhawatiran, 

penegakan disiplin maka hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa 

pemecatan,supaya itu menjadi contoh untuk prajurit-prajurit lainnya tindak 

melakukan perbuatan yang sama kemudian hari dan juga memberikan 

pelajaran bagi setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia.
63

 

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 

Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H menyatakan bahwa 

terdakwa dalam melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila harus 

dijatuhkan pidana tambahan karna perbuatan terdakwa ini sudah sangat 

mencoreng nama baik kesatuan karena terdakwa melakukan perbuatan 

tersebut bersama istri dari sesama berprofesi tentara nasional angkatan darat 

atau keluarga besar tentara nasional Indonesia,oleh karna itu terdakwa 

dijatuhkan pidana tambahan dan mengingat terdakwa juga menjabat sebagai 

babinsa ramil dan melihat dari kepangkatan nya,seharusnya memberikan 

contoh yang baik kepada bawahnya.
64

 

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 

Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H Pidana tambahan ini 

didasarkan oleh pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer yang mana 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pidana 

tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok kepada 

seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana militer. Pasal-pasal 
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Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024. 
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yang mengatur pidana tambahan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis-jenis 

pidana tambahan yang dapat dikenakan, tetapi juga memberikan panduan 

bagi hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi yang lebih bersifat 

rehabilitatif atau pencegahan, selain dari pidana pokok.65 

Penulis berkesimpulan bahwa mengenai pidana tambahan berupa 

pemecatan terhadap terdakwa oleh hakim pengadilan militer 1-04 palembang 

merupakan bentuk hukuman tegas atas pelanggaran berat yang dilakukannya. 

Keputusan ini mencerminkan bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan 

disiplin militer secara serius, sehingga dianggap tidak lagi layak untuk 

mempertahankan status sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

dan keputusan ini juga memberikan peringatan tegas terhadap prajurit-prajurit 

lain nya supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama. 

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel 

Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H menyatakan Yang menjadi dasar Hakim 

dalam menjatuhkan pidana tambahan  terdapat di Kamar Pleno Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Kekuasaan Kehakiman dan aturan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer memberikan dasar hukum yang kuat bagi 

pelaksanaan peradilan militer di Indonesia, termasuk dalam hal penjatuhan 

pidana tambahan kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran 

hukum. aturan ini menegaskan pentingnya proses peradilan yang transparan, 

adil, dan profesional, serta memastikan bahwa pengadilan militer tetap 
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 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, 
S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024. 
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memegang peranan penting dalam menegakkan disiplin dan integritas 

anggota militer.66 

2. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Tentara Nasional Indonesia 

Ketentuan sanksi administratif bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan 

Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi 

Administrasi. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Sanksi Administratifl 

adalah sanksil/hukuman yang dijatuhkan sebagail tindak lanjut dari 

penjatuhan hukuman disiplinl atau pidana yang berakibatl pada penundaanl 

dalam bidang pembinaan karier seorang prajuritl Tentara Nasional Indonesia 

yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat.dan sanksi admnistratif ini 

diberikan untuk pelanggaran disiplin atau ketertiban yang tidak bersifat 

pidana, ada beberapa sanksi administarif sebagai berikut: 

a. Teguran atau peringatan diberikan untuk kesalahan ringan. 

b. Penundaan kenaikan pangkat sebagai hukuman atas pelanggaran 

tertentu. 

c. Pencopotan Jabatan menghilangkan jabatan yang diemban karena 

pelanggaran berat. 

d. Penempatan dalam tahanan disiplin dijatuhi hukuman disiplin di 

ruang tahanan sementara. 

e. Pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dipecat dari dinas militer 

karena pelanggaran berat.
67
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Sanksi Pidana Militer merupakan bentuk hukuman yang diberikan 

kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti melanggar 

hukum, baik dalam hukum militer maupun hukum umum. Sanksi ini 

bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta 

memastikan keadilan dalam sistem hukum militer. dalam penerapannya, 

hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti 

beratnya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pembinaan 

bagi prajurit. Sanksi pidana militer dapat diberikan atas pelanggaran tindak 

pidana militer maupun tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan menjaga ketertiban dan 

profesionalisme dalam institusi militer.Adapun uraian Sanksi Pidana 

Militer dibawah ini sebagai berikut: 

a. Pidana Mati  diberikan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan 

berencana atau pengkhianatan negara. 

b. Pidana Penjara kurungan untuk jangka waktu tertentu sesuai 

beratnya tindak pidana. 

c. Pidana Kurungan Militer  kurungan yang dijalani di fasilitas militer. 

d. Penurunan Pangkat diturunkan satu tingkat atau lebih dari pangkat 

sebelumnya. 

e. Diberhentikan dengan tidak hormat jika tindakan yang dilakukan 

mencederai citra Tentara Nasional Indonesia secara serius. 
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No. 1 (2021) hlm 01–08.  



70 
 

 

 

f. Kerja paksa  dalam kasus-kasus tertentu, prajurit dapat diperintahkan 

melakukan kerja paksa di bawah pengawasan militer. 

Sanksi Disiplin Militer merupakan alat hukum yang digunakan untuk 

menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). Sanksi ini lebih bersifat korektif dan pembinaan, berbeda dengan 

sanksi pidana militer yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum. 

penerapan sanksi disiplin bertujuan agar prajurit yang melakukan pelanggaran 

dapat memperbaiki kesalahan, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat 

loyalitas terhadap tugas dan institusi. Dengan demikian, sanksi ini berperan 

dalam menjaga profesionalisme serta moralitas prajurit di lingkungan 

militer..adapun uraian dibawah ini terkait sanksi displin militer sebagai 

berikut: 

a. Penahanan ringan  maksimal 14 hari. 

b. Penahanan sedang maksimal 21 hari. 

c. Penahanan berat maksimal 30 hari. 

d. Penahanan di tempat khusus misalnya barak atau ruang isolasi di 

pangkalan militer.
68

 

 

 

 

                                                           
68

 Aldy Mirozul et al., “Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang 

terlibat dalam tindak pidana perzinaan atau asusila dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer (KUHPM). Tahapan tersebut mencakup penyelidikan dan 

penyidikan oleh polisi militer, yang bertugas mengumpulkan barang bukti 

serta memeriksa saksi dan tersangka. Selanjutnya, oditur militer 

mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam proses 

penuntutan, yang kemudian dilanjutkan dengan persidangan oleh Hakim 

Pengadilan Militer yang memeriksa dan memutus suatu perkara. dalam 

Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, terdakwa dinyatakan 

bersalah setelah melalui proses peradilan yang menyeluruh. Akibatnya, 

terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa hukuman penjara selama dua 

tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Selain itu, 

terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas 

militer. Sanksi tambahan ini diberikan karena perbuatan terdakwa tidak 

hanya mencoreng citra Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga 

melanggar nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI. 

2. Sanksi hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

yang melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila.Sanksi didalam 
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ruang lingkup militer dibagi menjadi tiga yaitu sanksi disiplin yang mana 

berupa teguran,sanksi fisik ringan,sanksi penahanan dalam pembinaan,lalu 

sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat,pemindaan ke 

unit,selanjutnya sanksi pidana militer berupa pemecatan secara tidak 

hormat,pidana penjara. 

B. Saran 

1. Berdasarkan kasus di atas, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan 

perlu dilakukan dengan memperkuat pendidikan moral dan etika di 

lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penting untuk menanamkan 

nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kehormatan sebagai seorang 

prajurit. Selain itu, program konseling dan pembinaan rutin juga sebaiknya 

diterapkan guna membantu prajurit menjaga moralitas serta menghindari 

tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi. di sisi lain, proses 

penegakan hukum di lingkungan militer harus dilakukan secara konsisten 

dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional 

Indonesia tetap terjaga. 

2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu melakukan evaluasi terhadap 

regulasi disiplin militer, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana 

perzinaan atau asusila. Pengetatan aturan dan peningkatan pengawasan 

terhadap perilaku prajurit di luar tugas dinas dapat membantu mengurangi 

pelanggaran yang berpotensi mencoreng nama baik institusi. Selain itu, 

penerapan sanksi yang lebih tegas dan adil dapat memberikan efek jera 

bagi prajurit lainnya serta meningkatkan profesionalisme dan disiplin. 
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